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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2014 
TENTANG 

TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk peraturan perundang-
undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan 
Tentara Nasional Indonesia yang sistematis, perlu 
dibuat aturan sebagai pedoman dalam mempersiapkan 
Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 
PER/06/M/IV/2008 tentang Tata Cara 
Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan di Lingkungan Departemen Pertahanan 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang 
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan 
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Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah 
dan Rancangan Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 469); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA 

CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL 
INDONESIA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk 
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan. 
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2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah 
unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang 
selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. 

3. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 

4. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan 
bersama Presiden. 

5. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal 
kegentingan yang memaksa. 

6. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang 
sebagaimana mestinya. 

7. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi, setingkat atau dalam rangka 
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 

8. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan materi muatan 
dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. 

9. Peraturan Panglima TNI adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibuat oleh Panglima TNI. 

10. Peraturan Kepala Staf Angkatan adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibuat oleh Kepala Staf Angkatan. 

11. Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan. 

12. Peraturan Inspektur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kemhan. 

13. Peraturan Direktur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang dibuat oleh Direktur Jenderal Kemhan. 

14. Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibuat oleh Kepala Badan Kemhan. 

15. Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah 
instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang 
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 

16. Program Legislasi Pertahanan, yang selanjutnya disebut Proleghan 
adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara 
terencana, terpadu dan sistematis. 

17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-
Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 
masyarakat. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di 
bidang pertahanan. 

19. Pemrakarsa di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan 
atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait 
dengan pertahanan negara yang selanjutnya disebut Pemrakarsa 
adalah pejabat atau pimpinan yang mempunyai kewenangan 
mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan. 

20. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu 
organisasi di luar struktur organisasi yang ada termasuk, bentuk 
Panitia atau Tim yang bersifat sementara yang anggotanya terdiri atas 
unsur-unsur internal maupun aksternal organisasi yang 
bersangkutan dibentuk berdasarkan Keputusan atau Surat Perintah 
pejabat yang berwenang. 

21. Tim Teknis adalah Pokja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang 
anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa sendiri. 

22. Panitia Internal Kementerian yang selanjutnya disebut Panitia 
Interkem adalah Pokja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang 
anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Kemhan, Mabes TNI, 
dan Mabes Angkatan. 

23. Panitia Antarkementerian yang selanjutnya disebut Panitia Antarkem 
adalah Pokja yang dibentuk oleh Menteri, yang anggotanya berasal 
dari Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan kementerian/instansi 
lain. 

24. Narasumber adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang 
hukum atau bidang lainnya yang dapat memberikan bahan, petunjuk, 
dan informasi mengenai materi yang akan diatur dalam suatu 
Peraturan Perundang-undangan. 

25. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah 
penyelarasan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta 
disesuaikan dari segi teknis penyusunan Peraturan Perundang-
undangan. 
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BAB II 
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Pasal 2 

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan 
berdasarkan Proleghan. 

Pasal 3 

(1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemrakarsa. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan di luar Proleghan.  

(3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 
dalam hal terdapat kebijakan pimpinan yang memerlukan 
penyelesaian mendesak. 

Pasal 4 

Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: 
a. Kepala/Pimpinan Satker Kemhan;  

b. Kepala/Pimpinan di lingkungan Mabes TNI/Mabes Angkatan; dan 
c. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan 

pertahanan negara. 

BAB III 
PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 

(1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang berdasarkan Proleghan dan 
 Prolegnas. 

(2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1) dilakukan melalui Pokja. 

(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  
a. Tim Teknis; 

b. Panitia Interkem; dan/atau 
c. Panitia Antarkem. 
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